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I
TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang: a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana
mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis,~ sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat
terhadap kebijakan publik;

b. bahwa masyarakat dijamin haknya untuk memperoleh
informasi publik sepanjang informasi publik yang
hendak diperolehnya tersebut bukan informasi yang
dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk
dibenkan, atau diumumkan kepada masyarakat, karena
jika diberikan atau diumumkan akan membahayakan
kepada kepentingan publik atau meresahkan kehidupan
masyarakat;

c bahwa keterbukaan informasi publik diarahkan kepada
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Lampung
Utara yang baik, yang memperhatikan nilai-nilai agama,
moral dan sosial yang hidup dan berkembang di
Kabupaten Lampung Utara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud dalam hunjf a, b dan c tersebut diatas, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang KeterbukaanInformasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Di Kabupaten Lampung Utara.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (LembaranI Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);



2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3789);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 temang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
m

(Lembaran Republik Indonesia
°r 165’ Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3886); 6

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999jJL™01 166, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3887);

8.

9.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang,Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem^^^an Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPenmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemenntahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 558), sebagaimana
telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun. 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 No 165,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No 4593)

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; '

18. Keputusah Presiden Nomor 74 Tahun 20G1 tentang TataCara Pengawasan Penyelenggaraan Pem ’rintahan
Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
, Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

dan Pemerintahan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

21. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010tentang Standar Layanan Informasi Publik;



22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah. Kabupaten Lampung Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahuh 2016 Nomor
5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETERBUKAAN
, INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN Dl KABUPATEN LAMPUNG UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lampung Utara.

5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 'otonomi dantugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangDasar Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalampenyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiriSekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.7. Keterbukaan adalah kesediaan dan/atau tindakanmemberikan informasi dan/atau mengumumkan informasike masyarakat.
8. Informasi adalah keterangan, pemyataan, gagasan dantanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan,baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat,didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagaikemasan dan format sesuai dengan perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi secara elektronikataupun non elektronik.
9. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh BadanPublik dan Badan Publik Daerah yang berkaitan denganpenyelenggara dan penyelenggaraan negara danpemerintahan daerah dan/atau penyelenggara danpenyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lainyang berkaitan dengan kepentingan publik.

I



10. Badan Publik Daerah adalah Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjalankan
pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Badan Publik Lainnya adalah Badan Usaha Milik Daerah
dan organisasi non pemerintah termasuk partai politik dan
badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penyelenggaraan negara yang berada di daerah
sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan
masyarakat, dan/atau luar negeri.

12. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas
untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Radan
Publik Daerah dan Badan Pubhk Lainnya. v

13. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumencasi yang
selanjutnya disingkat PPID adalah pcjaoat yang
bertanggung jawab dalam pengumpulan,
pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan,
penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi diPemerintahan Daerah.

14. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang
menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalamPeraturan Bupati ini.

15. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atauBadan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan
informasi publik sebagaimana diatur dalam PeraturanBupati ini.

16. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadiantara Badan Publik Daerah atau Badan Publik Lainnyadan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hakmemperoleh dan menggunakan informasi berdasarkanperaturan perundang-undangan.
17- Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badanhukum atau Badan Publik Daerah serta Badan PublikLainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupatiini.
18. Informasi yang dikeeualikan adalah informasi yang tidakdapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Bupati ini.19. Pengklasifikasian Informasi Publik’ adalah penetapaninformasi sebagai Informasi yang dikeeualikan berdasarkanPeraturan Bupati ini.
20. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentangkonsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikankepada masyarakat dengan mempertimbangkan secaraseksama bahwa menutup informasi publik dapatmelmdungi kepentingan yang lebih besar dari padamembukanya atau sebaliknya.
21. Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu tertentusuatu informasi yang dikeeualikan tidak dapat diakses olehPemohon Informasi Publik.



BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

(1) Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap
Pengguna Informasi Publik, kecuali informasi publik yang
dikecualikan.

(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
(3) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon

informasi publik dengan mekanisme memperoleh informasi yang cepat
dan tepat waktu, biaya ringan dan secara sederhana.

(4) Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan
Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada
pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi
diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan
seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi
kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah adalah untuk memberikan dan rrjenjamin hak
setiap orang untuk mendapatkan informasi publik dalam rangka:
a. menjamin hak setiap orang untuk mengetahui rencana dan proses

pengambilan keput'usan publik serta alasan pengambilan kebijakan
publik;

b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan publik;

C. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik
yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan;

d. mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam
memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan publik;

e. memastikan bahwa setiap orang mengetahui alasan kebijakan
publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; dan

f. meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

BAB III
HAK DAN KEWAJ1BAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK DAERAH DAN BADAN
PUBLIK LAINNYA

Bagian Kesatu
Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 4

(1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai denganketentuan Peraturan Bupati ini. '
(2) Setiap orang berhak:

a. melihat dan mengetahui informasi publik;
b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk

memperoleh informasi publik;dan



c. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai
dengan Peraturan Bupati ini.

(3) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan
informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.

(4) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke
pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat
hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati
ini.

Bagian Kedua
Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pasal 5

(1) Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber darimana ia
memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan
pribadi maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Hak Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya

Pasal 6

(1) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya berhak menolak
memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuanPeraturan Bupati ini.

(2) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya berhak menolak
memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuanPeraturan Bupati ini.

(3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik Daerahdan Badan Publik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah: ' '
a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usahadari persaingan usaha tidak sehat;
C. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan
e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau belumdidokumentasikan oleh Badan Publik.

(4) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (3) ditetapkan lebrji lanjut dalam Peraturan Bupati.ini.

Bagian Keempat
Kewajiban Badan Publik Daerah

Pasal 7

Badan È*ublik Daerah wajib:
a. menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimanadiatur di dalam Peraturan Bupati ini;
b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dandokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik danefisien;
C. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasionallayanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan;



d. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi
Publik atas seluruh Informasi Pubiik yang dikelola;

e. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan
tanggung jawab serta wewenangnya;

f. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik,
termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor
Badan Publik, serta situs resmi;

g. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Fublik;
h. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan

informasi publik sesuai dengan peraturan perundang- undangan
yang berlaku;

i. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh
Pemphon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;

j. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi
Pubiik sesuai dengan Peraturan Bupati ini serta menyampaikan
salinan laporan kepada Komisi Informasi Kabupaten; dan

k. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan
layanan informasi Publik.

Bagian Kelima
Kewajiban Badan Publik Lainnya

Pasal 8

Badan Publik Lainnya wajib:
a. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi

Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon
Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai
dengan ketentuan Perundang-undangan;

b. menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak
menyesatkan;

c. membangun dan mengembangkan sistem Informasi dan
Dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik danefisien sehingga dapat diakses dengan mudah;

d. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan
^ggung jawab serta wewenangnya sesuai dengan ketentuanPerundang-undangan yang berlaku pada Badan Publik Lainnya;e. membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yangdiambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;f. pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf e antara lain
memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/ataupertahanan keamanan negara; dan

g. dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana pada huruf a
sampai huruf d, Badan Publik Lainnya dapat memanfaatkansarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

BAB IV
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN OLEHBADAN PUBLIK DAERAH DAN BADAN PUBLIK LAINNYA

Bagian Kesatu
Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 9

(1) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya wajib mengumumkaninformasi publik secara berkala dan sesuai dengan standar layananinformasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. ' ' 6



(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik Daerah dan Badan

Publik Lainnya;
b. Informasi mengenai kegiatan dan kineija Badan Publik Daerah dan

Badan Publik Lainnya terkait;
C. Informasi mengenai laporan keuangan Badan Publik Daerah dan

Badan Publik Lainnya terkait;dan
d. Informasi lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh
masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

(4) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut
oleh PPID.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik Daerah dan
Badan Publik Lainnya memberikan dan menyampaikan informasi
publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)
dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi
Kabupaten.

Bagian Kedua
Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Pasal 10

(1) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya wajib mengumumkansecara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hiduporang bahyak dan ketertiban umum.
(2) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan dengan cara mudah dijangkau oleh
masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Bagian Ketiga
Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 11

(1) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya wajib menyediakanInformasi Publik setiap saat meliputi:
a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawahpenguasaannya, tidak termasuk informasi yang dike.cnalikan;b. Basil keputusan Badan Publik Daerah atau Badan Publik Lainnyadan pertimbangannya;
C. Seluruh kebijakan berikut dokumen pendukungnya;
d. Rencana keija proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluarantahunan Badan Publik Daerah dan Badan Publik Daerah dan BadanPublik Lainnya;
e. Peijanjian Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya dengan

pihak ketiga;
f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalampertemuan yang terbuka untuk umum;dan
g. sesuai dengan Prosedur keija pegawai Badan Publik Daerah danBadan Publik Lainnya yang berkaitan dengan pelayanan

masyarakat.
(2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakatberdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketadinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna

mlormasi Publik.



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban
Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya menyediakan
informasi publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan
Petunjuk Teknis Komisi Informasi Kabupaten.

Bagian Keempat ,
Informasi Yang Wajib Diumumkan Oleh Badan Publik Daerah dan

Badan Publik Lainnya

Pasal 12

(1) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya wajib
mengumumkan layanan informasi setiap tahun anggaran berakhir,
yang meliputi:
a. Jumlah permintaan informasi yang diterima;
b. Waktu yang diperlukan Badan Publik dan Badan Publik Lainnya

dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
c. Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan
d. Alasan penolakan permintaan informasi.

(2) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya wajib membuat
dan menyediakan laporan layanan informasi publik kepada Komisi
Informasi Kabupaten paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
pelaksanaan anggaran berakhir.

(3) Badan Publik wajib membuat Peraturan mengenai standar prosedur
operasional layanan Informasi Publik sebagai bagian dari sistem
informasi dan dokumentasi sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan.

Bagian Kelima

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh unsur-unsur Badan Publik
Lainnya

1 *
Paragraf Kesatu

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah
dan/atau Badan Usaha Lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

, Pasal 13

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah
dan/atau Badan Usaha Lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah
adalah:
a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis

kegiatan usaha jangka waktu pendirian dan permodalan
sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;

b. Nama lengkap pemegang saharn, anggota direksi dan anggota dewan
komisaris perseroan;

C. Laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi dan
laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;

d. Hasil penilaian oleh auditor ekstemal, lembaga pemeringkat kredit
dan lembaga pemeringkat lainnya;

e. Sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan
pengawas dan direksi;

f. Mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
g. Kasüs hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai

informasi publik; '



h. Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik
berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran;

i. Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
j. Penggantian akamtan yang mengaudit perusahaan;
k. Perubahan tahun fiskal perusahaan;
1. Kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan

umum atau subsidi;
m. Mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan
n. Informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan

dengan Badan Usaha Milik Daerah.

Paragraf Kedua
Informasi Publik Wajib disediakan oleh Partai Politik

Pasal 14
1

Informasi Publik wajib disediakan oleh Partai Politik ini adalah:
a. Asas dan tujuan;
b. Program umum dan kegiatan partai politik;
c. Nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
d. Pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan B^lanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

e. Mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
f. Keputusan-keputusan partai; dan
g. Informasi lain yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-

undangan.

BAB V
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 15

Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya wajib membuka akses
bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi
publik kecuali:
a. Informasi Publik yang apabila dibuka diberikan kepada Pemohon

Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum yaitu
informasi yang dapat:
1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak

pidana;
2. mengungkapkan identitas informan pedlapor, saksi dan/atau

korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
3. mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencana-rencana

yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala
bentuk kejahatan transnasional;

4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum
dan/atau keluarganya;

5. membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau
prasarana penegak hukum.

b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan
perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari
persaingan usaha tidak schat;

c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan
keamanan Negara sesuai ketentuan Perundang-undangan;



d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan daerah;

e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi
nasional sesuai ketentuan Perundang-undangan;

f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan
luar negeri sesuai ketentuan Perundang-undangan;

g. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi
akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun
wasiat seseorang;

h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi
yaitu:
1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan

psikis seseorang;
3. Kondisi keuangan asset pendapatan dan rekening bank

seseorang;
4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas;
5. Intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang;
6. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan

dengan kegiatan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan
satuan pendidikan nonformal.

i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik Daerah atau
Intra Badan Publik Daerah dan antar Badan Publik Lainnya atau
Intra Badan Publik Lainnya yang menurut sifatnya dirahasiakan
kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 16

(1). Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah
informasi berikut:
a, Ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran ataupun bentuk

kebijakan lain, balk yang tidak berlaku mengikat maupur mengikat
kedalam ataupun ke luar serta pertimbangan pertimbangan
lembaga penegak hukum;

b. Rencana pengeluaran tahunan laporan keterangan
pertanggungjawaban Bupati.

(2). Tidak terjnasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf g, antara lain apabila:
a. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

dan /atau;
b. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-

jabatan publik.
(3). Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan,

Kepala Kepolisian Kabupaten Lampung Utara, Kejaksaan Negeri
Kabupaten Lampung Utara dan/atau Pimpinan Lembaga Negara
Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Peraturan
Perundang-undangan dapat membuka informasi yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c,huruf d, huruf e, huruf f, huruf i dan huruf j.

(4). Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada
pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Perundang-undangan yangberlaku.



(5). Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan
dengan keuangan atau kekayaan Negara/Daerah di pengadilan,
permintaan izin diajukan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(6). Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
pemberiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(7). Dengan mempertimbangkan ketahanan dan keamanan daerah dan
kepentingan umum, Bupati dapat menolak permintaan informasi yang
dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat
(5).

BAB VI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Daerah

Pasal 17

(1) Pemerintahan Daerah dalam mengelola pelayanan informasi dandokumentasi di daerah menetapkan PPID.
(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat

struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.(3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

(1) PPID sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 bertanggung jawab kepadaBupati melalui Sekretans Daerah.
(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh PPID

FtimgSomil di Woingan OPD dan/atau Pejabat

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Lainnya

Pasal 19

(!) Badan Publik Lainnya dalam mengelola pelayanan informasi dandokumentasi di daerah menetapkan PPID.
(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat... ^sdan ^ngsi pelayanan informasi.(0) PPID ditetapkan oleh masmg-masing pimpinan Badan Publik Lainnvasesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing BadanPublik Lainnya terkait.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab dan Wewenang PPID pada Badan Publik Daerah

Pasal 20

Publik Daerah bertanggung jawab di bidang layanan
ormasi Publik yang mehputi proses penyimpanan, pendokumentasianpenyediaan dan pelayanan Informasi Publik.



Pasal 21

(1) PPID pada Badan Publik Daerah bertanggung jawab
mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh
Informasi Publik yang berada di Badan Publik Daerah.

(2) Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PPID pada Badan Publik Daerah bertugas mengkoordinasikan
pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap
unit/satuan keija yang meliputi:
a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
b. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
c. informasi terbuka Jainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.

(3) Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PPID pada Badan Publik Daerah bertugas mengkoordinasikan
pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan
keija di Badan Publik Daerah dalam rangka pembuatan dan
pemuktahiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh
pimpinan masing-masing unit/ satuan kerja sekurang- kurangnya 1
(satu) kali dalam sebulan.

(4) Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan dibidang kearsipan.

Pasal 22

(1) PPID pada Badan Publik Daerah bertanggung jawab
mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi
Publik di bawah penguasaan Badan Publik Daerah yang dapat
diakses oleh publik.

(2) Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PPID pada Badan Publik Daerah bertugas mengkoordinasikan
penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman
dan/atau permohonan.

(3) Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPID pada
Badan Publik Daerah bertugas untuk mengkoordinasikan;
a. perigumuman Informasi Publik melalui media yang >secara efektif

dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
b- penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik

dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan
penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat.

(4) Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID pada Badan
Publik Daerah bertugas:
a. mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat

diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit
pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan Informasi
Publik;

b. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu
dikecualikan;

C. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara
jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;

d. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang
dikecualikan beserta alasannya; dan

e. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas
informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi
Publik.



(5) Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan
Informasi Publik, PPID pada Badan Publik Daerah bertugas
mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan
diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila
permohonan Informasi Publik ditolak.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID pada Badan
Publik Daerah berwenang:
a. mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam

melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
b. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak

berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur
dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;

C. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila
Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang
dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan
tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan
keberatan atas penolakan tersebut; dan

d. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di
bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara,
dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan dalam hal Badan
Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab dan Wewenang PPID pada Badan Publik Lainnya

Pasal 24

(1) PPID 'pada Badan Publik Lainnya bertanggung jawab di bidang
layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

(2) PPID pada Badan Publik Lainnya bertugas melakukan
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan
Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID pada
Badan Publik Lainnya berwenang:
a. mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di dalam

organisasinya dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
b. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau

tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana
diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi
Publik;

C. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila
Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang
dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta
pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk
mengajukan keberatan atas penolakan tersebut. '

Pasal 25

Tata kerja PPID pada Badan Publik Daerah dan pada Badan Publik
Lainnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.



Bagian Kelima

Pengujian tentang Konsekuensi oleh PPID pada Badan Publik Daerah
dan Badan Publik Lainnya

Pasal 26

PPID pada Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya wajib
melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 dengan seksama dan penuh ketelitan sebelum
menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh
setiap orang.

Pasal 27

(1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf
b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f tidak bersifat permanen.

(2) Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang
konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta
setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi
Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada
membukanya atau sebaliknya.

BAB VII
MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI

Pasal 28

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan
untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik secara
tertulis atau tidak tertulis.

(2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi
Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian
informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.

(3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan
Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.

(4) Badan Publik wajib memberikan tanda bukti penerimaah permintaan
Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

(5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atru me]aluisurat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan
permintaan.

(6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor
pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman
informasi.

(7) Paling lambat 10 (sepuluh) hart keija sejak diterimanya permintaan,Pejabat Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan
pemberitahuan tertulis yang berisikan:
a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya

ataupun tidak;
b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang

menguasai informasi yang diminta apabila informasi yangdiminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik
yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasiyang diminta;

c. penerimaan atau penolakan permintaan informasi disertaidengan alasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagiandicantumkan materi informasi yang akan diberikan;



e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang
dikecualikan, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat
dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;

f. alat penyampaian dan format informasi yang akan diberikan;
dan/atau

g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang
diminta.

(8) Pejabat, Publik bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk
mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan
alasan secara tertulis.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi
kepada Badan Publik dan Badan Publik Lainnya diatur oleh Komisi
Informasi Kabupaten.

BAB VIII
KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

MELALUI KOMISI INFORMASI KABUPATEN
Bagian Kesatu

Pengajuan Keberatan

Pasal 29

(1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan baik
tertulis maupun tidak tertulis dalam hal ditemukannya alasan
sebagai berikut: *
a. penolakan atas permohonan Informasi Publik berdasarkan

alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9;
c. tidak ditanggapinya permohonan informasi Publik;
d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang

diminta;
e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ataug. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diaturdalam Peraturan Bupati ini.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukankepada atasan PPID melalui PPID terkait
(3} PPID terkait memberikan nomor registrasi pada setiap permohonan

pengajuan keberatan yang diajukan kepadanya dalam buku registrasi
keberatan.

(4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.

Pasal 30

(1) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya ' wajib
mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengannama, alamat, dan nomor kontak PPID.

(2) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya dapat menggunakansarana komunikasi yang efektif dalam menerima keberatan sesuaidengan kemampuan sumber daya yang dimilikinya.

Pasal 31

Tata cara pengajuan keberatan diatur lebih lanjut melalui PeraturanBupati.



Bagian Kedua
Tanggapan Atas Keberatan

Pasal 32

(1) Atasan PPID pada Badan Publik Daerah atau pimpinan Badan Publik
Lainnya wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan
tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan
tersebut dalam buku register keberatan.

(2) Keputiisan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat:
a. Tanggal pembuatan surat tanggapan keberatan;
b. Nomor surat tanggapan atas keberatan;
c. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID terkait atas keberatan

yang diajukan;
d. Perintah atasan PPID kepada PPID terkait untuk memberikan

sebagian atau seluruh Informasi Publik yang diminta dalam hal
keberatan diterima; dan

e. Jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada
huruf d.

(3) PPID pada Badan Publik Daerah dan PPID pada Badan Publik
Lainnya wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada saat ditetapkannya keputusan tertulis
tersebut.

Pasal 33

(1) Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihakyang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasanPPID atau pimpinan Badan Publik Lainnya berhak mengajukan
permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada KomisiInformasi Kabupaten selambat lambatnya 14 (empat belas) hari keijasejak diterimanya keputusan atasan PPID atau pimpinan BadanPublik Lainnya.

(2) Tata cara penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi Kabupatendiatur lebih lanjut dalam peraturan Komisi Informasi Kabupaten
mengenai penyelesaian sengketa informasi.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi Kabupaten

Pasal 34

(1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepadaKomisi Informasi Kabupaten sesuai dengan kewenangannya apabilatanggapan atasan Pejabat atau pimpinan Pengelola Informasi danDokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan PemohonInformasi Publik.

(2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktupaling lambat 14 (empat belas) hari keïja setelah diterimanyatanggapan tertulis dari atasan atau pimpinan pejabat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).



Pasai 35

(1) Komisi Informasi Kabupaten harus mengupayakan penyelesaian
Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi
nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari keija setelah
menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

(2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lambat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari keija.

Pasal 36

Putusan Komisi Informasi Kabupaten yang berasal dari kesepakatan
melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

BAB IX
HUKUM ACARA KOMISI

Bagian Kesatu
Mediasi

Pasal 37

(1) Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan pilihan para pihak
dan bersifat sukarela.

(2) Penyelesaian sengketa melalui mediasi hanya dapat dilakukanterhadap pokok perkara dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, huruf churuf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
(3) Kesepakatan para pihak dalam proses mediasi dituangkan dalambentuk putusan Mediasi Komisi Informasi Kabupaten.

i
Pasal 38

Dalam proses mediasi anggota Komisi Informasi Kabupaten berperansebagai mediator.

, Bagian Kedua
Ajudikasi

Pasal 39

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasioleh Komisi Informasi Kabupaten hanya dapat ditempuh apabila upayamediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu ataupara pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yangbersengketa menank diri dari perundingan.

Pasal 40

(1) Sidang Komisi Informasi Kabupaten yang memeriksa dan memutusperkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih danharus berjumlah gasal.
!?! Sidang Komisi Informasi Kabupaten bersifat terbuka untuk umum(3) Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen

y^S termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalamFasal 16, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.(4) Anggota Komisi Informasi Kabupaten wajib menjaga rahasiaaokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Pasal 41

(1) Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten menerima permohonan
penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi
Kabupaten memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak
termohon.

(2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pimpinan Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya atau
pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam
proses pemeriksaan.

(3) Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Komisi Informasi Kabupaten dapat memutus untuk mendengar
keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis.

(4) Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada
wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Bagian Keempat
Pembuktian

Pasal 42

(1) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya harus
membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila
menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(2) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya harus
menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon
Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa
Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf
b, c, d e, f, dan g.

Bagian Kelima
Putusan Komisi Informasi Kabupaten

Pasal 43

(1) Putusan Komisi Informasi Kabupaten tentang pemberian atau
penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang
diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini:

a. membatalkan putusan atasan Badan Publik Daerah atau
putusan Badan Publik Lainnya dan memutuskan untuk
memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh
Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi
Informasi;

b. mehgukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi pada Badan Publik Daerah dan atau putusan
pimpinan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada
Badan Publik Lainnya untuk tidak memberikan informasi yang
diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15.



(2) Putusan Komisi Informasi Kabupaten tentang pokok keberatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b sampai
dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini:
a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

untuk menjalank,an kewajibannya;
b. memerintahkan Badan Publik Daerah dan Badan PubVk Lainnya

untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian
informasi sebagaimana diatur dalam;

c. Peraturan Bupati ini; atau mengukuhkan pertimbangan atasan
Badan Publik Daerah dan pertimbangan pimpinan Badan Publik
Daerah dan pertimbangan pimpinan Badan Publik Lainnya atau
memutuskan mengenai biaya penelusuran dan /atau
penggandaan informasi.

(3) Putusan Komisi Informasi Kabupaten diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi
yang dikecualikan.

(4) Komisi Informasi Kabupaten wajib memberikan salinan putusannya
kepada para pihak yang bersengketa.

(5) Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara
memilki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil,
pendapat anggota komisi tersebut dilampirkan dalam putusan dan
menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.

BABX
GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI

Bagian Kesatu
Gugatan ke Pengadilan

Pasal 44 ,
(1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negaraapabila yang digugat adalah Badan Publik Daerah
(2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabilayang digugat adalah Badan Publik Lainnya.

Pasal 45

(1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1)dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau parapihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerimaputusan Ajudikasi dari Komisi Informasi Kabupaten paling lambat
/o»

(emPat belas) hari keija setelah diterimanya putusan tersebut(2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang diKomisi Informasi Kabupaten dan di pegadilan bersifat tertutup.

Pasal 46

(1) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalampenyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian ataupenolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yangdiminta berisi salah satu perintah berikut:
a. membatalan putusan Komisi Informasi Provinsi dan/ataumemerintahkan Badan Publik Daerah atau Badan Publik Lainnya:1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkanoleh Pemohon Informasi Publik; atau

2. menolak memberikan sebagian atau seluruh Informasi yangdiminta oleh Pemohon Informasi Publik.



b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan
Badan Publik Daerah atau Badan Publik Lainnya:
1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh

Pemohon Informasi Publik; atau
2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang

diminta oleh Pemohon Informasi Publik.

(2) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri
dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok
keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b,
c, d, e, f dan g berisi salah satu perintah berikut:
a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

atau pimpinan Badan Publik Lainnya yang berwenang untuk
menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan ! dalam
Peraturan Daerah ini dan/atau memerintahkan untuk
memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah ini;

b. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik;
c. memutuskan bi^ya penggandaan informasi; dan '
d. Pengadilan tata usaha negara atau pengadikm negeri

memberikan sahnan putusannya kepada para pihak vang
bersengketa. s

BAB XIII
’ KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

eraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiaporang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung

1' .
Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal - u — 2017

BUPATI LAMPUNG UTARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017 NOMOR...^?.




